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ABSTRAK 
CHERYANTI IMMA NARPA (B111 12 146) “Kedudukan Anak Perempuan 
Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam 
Suku Sentani Kabupaten Jayapura” dibimbing oleh Ibu Sri Susyanti Nur 
selaku Pembimbing I dan Bapak H. M. Ramli Rahim selaku Pembimbing 
II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian harta 
warisan  pada masyarakat Sentani di Kabupaten Jayapura dan untuk 
mengetahui kedudukan dan berapa bagian anak perempuan pada 
masyarakat Sentani di Kabupaten Jayapura. 
 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jayapura, tepatnya di 
Kampung Homfolo Distrik Ebungfauw, sebagai tempat bermukimnya 
penduduk asli Masyarakat Sentani, dengan teknik pengumpulan data  
dengan dua cara, yakni metode penilitian kepustakaan dan lapangan yang 
terdiri dari wawancara dan observasi di lapangan. Data yang digunakan 
adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan 
dengan menggunakan teknik wawancara, serta data sekunder yang 
berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis 
kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deskriptif. 
 Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Masyarakat Sentani pada 
Kampung Homfolo menganut sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan 
yang ditarik menurut garis bapak. Sistem keturunan ini sangat 
berpengaruh pada sistem pembagian warisan nantinya. Pelaksanaan 
pembagian warisan pada masyarakat  Sentani pada kampung Homfolo, 
menggunakan sistem adat istiadat secara turun temurun yang 
dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat. Dalam pewarisan harta 
warisan jatuh seluruhnya ke tangan pihak laki-laki. Anak perempuan tidak 
mendapatkan harta warisan karena apabila perempuan tersebut menikah 
maka ia akan keluar dari keluarganya dan masuk ke keluarga barunya 
mengikuti marga suaminya. 
  
vi 
KATA PENGANTAR 
Segala hormat, pujian dan  syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, 
sumber hikmat dan kekuatan yang senantiasa melimpahkan berkat dalam 
kehidupan penulis dengan rancangan damai sejahtera, yang oleh karena 
kasih dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
akhir yang berjudul  “Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris 
Menurut Hukum Waris Masyarakat Patrilineal Dalam Suku Sentani 
Kabupaten Jayapura”.  
Pada kesempatan kali ini penulis juga ingin mengucapkan terima 
kasih kepada orang tua penulis yang sangat luar biasa, Ayah tercinta, 
Marthinus Rukka Patabang dan Ibu terkasih, Meryanti Narsen, yang 
senantiasa menjadi penyemangat dan kekuatan yang  dengan penuh 
kasih sayang, kerja keras dan pengorbanannya dalam membesarkan 
anak-anaknya. Terima kasih untuk kasih sayang, doa, teladan hidup yang 
luar biasa dan cinta dari bapak dan mama yang tidak akan pernah habis, 
semoga bapak dan mama selalu bahagia, selalu diberi kesehatan, selalu 
diberikan berkat dan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tak lupa 
juga penulis ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari penulis yang 
luar biasa dan selalu men-support dalam segala hal. Kakak penulis, 
Diaspora Narpa dan adik penulis Diman Astrianto Narpa, Dian Sari Narpa. 
Terima kasih karena kehadiran kalian merupakan bagian terbaik dari 
hidup penulis. 
vii 
Terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina 
Palabuhu, MA. 
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida 
Patittingi, S.H., M.Hum. 
3. Pembantu Dekan I Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H, 
Pembantu Dekan II Bapak  Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, 
dan Pembantu Dekan III Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. 
4. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang 
telah memberikan waktu untuk membimbing, mengajar dan 
membagikan Ilmu pengetahuannya, sehingga tugas akhir ini 
dapat terselesaikan dengan baik.  
5.  Bapak H.M. Ramli Rahim, S.H., M.H. selaku Pembimbing II 
yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam 
membimbing dan mengarahkan dalam proses penyelesaian 
tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 
6. Bapak Prof.Dr. Aminuddin Salle,S.H.,M.H., Bapak Dr. Muh. Ilham 
Ari Saputra, S.H., M.Kn., dan Bapak Achmad, S.H.,M.H., selaku 
Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk 
memberikan saran, masukan, dan ilmu pengetahuan kepada 
penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. 
7. Ketua Bagian Hukum Keperdataan Bapak Winner Sitorus, 
S.H.,L.LM.,M.H. 
8. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin dan terkhusus dosen pengajar hukum Keperdataan 
yang telah berbagi ilmu, cerita dan pengalaman. 
viii 
9. Penasehat Akademik penulis, Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H, yang 
telah memberikan arahan kepada penulis. 
10. Bapak Demas Tokoro,S.H selaku Ondofolo Kampung Homfolo 
dan keluarga yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga 
penulis merasa nyaman selama melaksanakan penelitian. 
11. Kepada kakak Alm. Diana,S.H, terimakasih untuk waktu dan 
kasih sayang dalam menemani serta memberi masukan kepada 
penulis dalam penyelesaian skripsi selama penelitian.  
12. Kepada seluruh staf akademik, Pak Bunga, Pak Rhony, Pak 
Usman, Pak Hakim, Kak Tri, Bu Lina dan yang lainnya yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan 
dan kesabarannya. 
13. Terima kasih kepada Bu Nurhidayah, Kak Epy, dan Kak Nurdin 
yang telah banyak membantu selama penulis kuliah dan juga 
dalam proses mencari referensi untuk penyelesian skripsi ini di 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
14. Kepada Saudara Yanggry Siola Salempang, terima kasih atas 
doa, waktu, semangat, perhatian, kesabaran dan yang selalu 
menyemangati penulis dalam proses penyusunan dari awal 
sampai saat ini. 
15. Florencia Ria Pariambo, S.H sebagai kaka rohani, terima kasih 
untuk setiap Doa, pelajaran hidup, semangat, nasihat dan 
memimpin penulis untuk selalu bertumbuh bersama Yesus. 
Terima kasih untuk semuanya kak Enci, Tuhan berkati. 
16. Kepada saudara-saudaraku PA Kerubim, Wiwik, Destri, Lifenty, 
Lolyta, Resty, Dian, April, dan Clarissa. Terima kasih semuanya 
yang sudah membantu, menyemangati, selalu mendoakan agar 
selalu taat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. 
17. Kepada saudara-saudaraku Susanto, Mita, Winda, Aldy, Yudhi, 
Chery, Tania, Natalia Rustam, Helvira, Rian, Tito, Gio, Fantari, 
ix 
Bill, Richard, Fay dan Dufan. selaku rekan dalam pelayanan, 
teman main dan teman jalan. 
18. Rekan-rekan PKK angkatan 2015, Kak Holan, Kak Intan,  
Susanto dan terkhusus kakak-kakak rohani kami, Kak Sony, Kak 
Elvy dan yang lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu 
persatu yang telah membimbing dan menyemangati untuk terus 
bekerja di ladang Tuhan. 
19. Adik-adik AKK ku PA Dominique, Grace Ayu, Reni, Marce, Sinar, 
Sermin, Okta, Stefani dan Clara. Terima kasih atas semangat, 
waktu dan kebersamaannya untuk selalu mau bertumbuh 
bersama dalam mempelajari Firman Tuhan. 
20. Kepada seluruh keluarga besar PMK FHUH, terima kasih atas 
canda, tawa, kebersamaan sebagai bagian dari keluarga. Tidak 
mengenal angkatan dan selalu mau menolong. Tak dapat 
penulis sebutkan satu persatu karena kalian terlalu banyak 
hahaha. Tuhan tau itu, dan akan selalu memberkati kalian. Amin. 
21. Kepada teman sekaligus saudara Frecilia Supit Allorante ST, 
Windy Paliling, Ulpha Tandi, Elgitha Rahayu, Anastasia Putri 
Rambung, Barliany Mariska, Wirawanti Bangalino dan Asriana 
Timang, terima kasih untuk setiap waktu, semangat dan doanya.  
22. Kepada rekan-rekan seperjuangan Petitum 2012. 
23. Terima kasih untuk Keluarga KKN Gel. 90 Bulukumba, 
Kecamatan Gantarang, khususnya Kelurahan Jalanjang Posko 
15, untuk Bapak Kepala Kelurahan Ahmad Yusri, Mama Aji, 
Bapak Aji dan sekeluarga, serta teman-teman Chiantal, Iren, 
Hasni, Madhy dan Riko Sukses selalu buat kalian. 
24. Teman-teman ISNIKI tersayang Lita Maylina, Odelia, Sieny, 
Tjiang, Kino, Siska, Ivan, Seto, Lotha dan Paula , tetap jadi 
teman-teman terbaik.  
x 
Terselesaikannya Skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Untuk 
itu, penulis memohon kritik dan saran dalam membangun dan melengkapi 
kekurangan dari Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan 
berguna bagi para pembaca. Sekali lagi penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah 
berkontribusi dalam penyelesaian Skripsi ini. Tuhan memberkati. 
 
Makassar,   Agustus 2016 
 
 
Penulis 
  
xi 
DAFTAR ISI 
halaman 
HALAMAN JUDUL ..............................................................................  i 
LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................  ii 
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................  iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .................................  iv 
ABSTRAK ...........................................................................................  v 
KATA PENGANTAR ...........................................................................  vi 
DAFTAR ISI .........................................................................................  xi 
DAFTAR TABEL .................................................................................  xiii 
 
BAB I  PENDAHULUAN .....................................................................  1 
A. Latar Belakang .....................................................................  1 
B. Rumusan Masalah ...............................................................  5 
C. Tujuan Penelitian .................................................................  5 
D. Manfaat Penelitian ...............................................................  6 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................  7 
A. Hukum Waris Adat ...............................................................  7 
B. Asas Hukum Waris Adat ......................................................  9 
C. Sifat Hukum Waris Adat .......................................................  13 
D. Unsur-unsur Hukum Waris adat ...........................................  15 
E. Sistem Kewarisan Adat ........................................................  18 
F. Harta Warisan ......................................................................  22 
 
BAB III METODE PENELITIAN ...........................................................  27 
A. Lokasi Penelitian ..................................................................  27 
B. Jenis dan Sumber Data .......................................................  27 
C. Teknik pengumpulan Data ...................................................  27 
D. Populasi dan Sampel ...........................................................  28 
E. Analisis Data ........................................................................  29 
xii 
 
BAB IV PEMBAHASAN ......................................................................  30 
A. Profil  Lokasi Penelitian .......................................................  30 
1. Keadaan Geografis .........................................................  30 
2. Luas Wilayah ..................................................................  30 
3. Pemerintahan Umum ......................................................  31 
4. Keadaan Penduduk ........................................................  32 
5. Gambaran Umum Masyarakat Adat Sentani ..................  34 
B. Sistem Kewarisan Adat Secara Patrilineal Pada Kampung 
Homfolo di Suku Sentani .....................................................  40 
C. Kedudukan dan Berapa Bagian Anak Perempuan Pada 
Kampung Homfolo di Suku Sentani ....................................  44 
 
BAB V PENUTUP ................................................................................  48 
A. Kesimpulan ...........................................................................  48 
B. Saran ....................................................................................  49 
 
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................  50 
LAMPIRAN ..........................................................................................  51  
xiii 
DAFTAR TABEL 
Nomor                                                                                            halaman 
Tabel 1.  Luas masing – masing kampung dan perbandingannya 
dengan luas distrik ................................................................  31 
Tabel 2.  Perkembangan penduduk masing – masing kampung .........  33 
Tabel 3.  Jumlah Penduduk Distrik Ebungfauw April 2015...................  33 
 
 
 
  
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia sebagai negara hukum, maka yang menjadi konsekuensi 
dari keadaan ini ialah bahwa negara mengatur setiap bidang kehidupan 
masyarakatnya melalui peraturan-peraturan sebagai produk dari hukum 
itu sendiri. Hukum di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh 
kondisi masyarakatnya yang majemuk. Kemudian, masyarakat yang 
majemuk sendiri merupakan istilah yang mempunyai arti yang sama 
dengan istilah masyarakat plural atau pluralistik. Biasanya hal ini diartikan 
sebagai masyarakat yang terdiri dari pelbagai suku bangsa atau 
masyarakat yang berbhinneka.1  
G. A. Theodorson mengatakan bahwa  pluralism atau cultural 
pluralism adalah keberagaman budaya, etnis, dan kelompok minoritas 
lainnya yang mempertahankan identitas mereka dalam suatu lingkungan 
sosial bermasyarakat. Selain itu F. Goult juga mengemukakan arti dari 
pluralisme dalam kamus yang berjudul Dictionary of modern sociology, 
yaitu :2  
a. Dalam lingkungan sosial masyarakat yang beragam, ketiadaan 
penyesuaian terhadap lingkungan, serta akibat yang 
ditimbulkan. 
b. Doktrin (seringkali di istilahkan dengan keberagaman 
kebudayaan) yang menyatakan bahwa sebuah kelompok 
masyarakat akan menguntungkan jika terbentuk dari beberapa 
kelompok etnis yang saling bergantung satu sama lain dalam 
meningkatkan tingkat kemandiriannya. 
                                                          
1 Soerjono Soekanto, 2011, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 12 
2 Ibid. 
2 
c. Gagasan bahwa sistem sosial-budaya yang besar dapat di 
konsepsikan sebagai pengelompokan dari sebuah sub sistem 
yang saling bergantung meskipun seringkali bersifat otonom. 
 
Kemajemukan ditandai dengan masyarakat yang beragam dalam 
hal ini keberagaman suku, agama, budaya, adat-istiadat, dan lain 
sebagainya. Sehingga hukum yang mengaturnya dituntut untuk mampu 
menyesuaikan keberagaman ini. Hukum di Indonesia berbentuk tertulis 
dan tidak tertulis, yang pembentukannya mengikuti sejarah dan 
perkembangan masyarakatnya. Hukum yang tidak tertulis yang 
merupakan hukum yang tercipta dari kehidupan masyarakat yang menjadi 
kebiasaan atau adat di Indonesia, sehingga hukum yang tidak tertulis atau 
hukum adat tersebut disebut sebagai Living law yaitu hukum yang timbul, 
berlaku, dan hukum yang hidup di masyarakat tersebut.3 
Hukum adat di Indonesia berbeda-beda antara satu daerah dengan 
daerah lainnya, yaitu bergantung pada kehidupan sosial dan 
kebudayaannya. Sama halnya dengan hukum yang berlaku pada 
umumnya, hukum adat yang berlaku di suatu daerah juga mengatur 
segala aspek kehidupan masyarakat adatnya, seperti perkawinan adat, 
perceraian, upacara kematian, pengambilan keputusan secara adat, 
pewarisan secara adat, transaksi-transaksi pertanahan yang dilakukan 
oleh masyarakat adatnya, dan lain sebagainya.  
Salah satu kegiatan penting dari beberapa hal tersebut diatas yang 
hingga saat ini pelaksanaannya masih seringkali menimbulkan 
permasalahan dalam masyarakat itu sendiri yaitu, mengenai pelaksanaan 
                                                          
3 Ibid., hlm. 69 
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pewarisan adat. Kita mengetahui bahwa adat masing-masing daerah 
berbeda, sehingga dalam hal pelaksanaan pewarisan adat di berbagai 
daerah di Indonesia tentunya berbeda pula. Misalnya, masyarakat adat 
Minangkabau menganut sistem kewarisan Matrilineal yaitu sistem 
pewarisan yang ditarik dari garis keturunan ibu, sedangkan di beberapa 
daerah seperti Suku Batak dan Suku Sentani di Jayapura yang menganut 
sistem pewarisan Patrilineal.4 
Pewarisan hanya dapat dilakukan setelah kematian seseorang. 
Kemudian dengan meninggalnya seseorang tersebut maka kekayaan-
kekayaanya akan beralih keorang lain yang ditinggalkannya. Untuk itu 
diperlukan adanya aturan-aturan yang mengatur hubungan antara orang 
yang telah meninggal dengan harta kekayaannya dan dengan orang yang 
akan menerima peralihan harta kekayaan tersebut. Aturan-aturan yang 
mengatur mengenai hubungan tersebut dikenal dengan hukum waris adat. 
Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan 
tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, 
pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan 
penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.5  
Kemudian dalam hukum waris adat tersebut, di beberapa daerah 
berlaku sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan orang tua (ayah 
dan/atau ibu). Demikian pula halnya pada pewarisan di masyarakat adat 
Kabupaten Jayapura, khususnya pada Suku Sentani. Pewarisan dalam 
suku Sentani menganut sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang 
                                                          
4 Erman Suparman, 2005, Hukum Waris Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 
44, 56 
5 Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Waris Adat, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 7 
4 
ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol 
pengaruhnya dari kedudukan wanita. Sistem patrilineal yaitu sistem 
kewarisan yang menurunkan harta warisan dari pewaris kepada keturunan 
atau anak laki-lakinya, jadi tidak di maksudkan istri dan anak perempuan 
sebagai ahli waris ketika suami atau ayah/bapak meninggal.  
Sistem kekerabatan pada masyarakat patrilineal pada umumnya ini 
juga mempengaruhi kedudukan janda dan anak perempuan. kedudukan 
janda menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang 
asing sehingga tidak berhak mewaris, namun selaku istri berhak memiliki 
harta yang diperoleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta 
bersama). Oleh sebab itulah, janda pada masyarakat patrilineal terdapat 
suatu ketentuan, yaitu apabila janda diintegrasikan ke dalam kerabat 
suaminya, ia dapat menetap di sana dan mendapatkan nafkahnya.6 
Meskipun setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia tahun 1961 Nomor 179/Sip/1961 yang merupakan yurisprudensi 
tetap di Indonesia menyatakan bahwa bagian janda dan anak-anak itu 
sama besarnya tanpa mempersoalkan anak laki-laki atau anak 
perempuan. Hal ini diperkuat melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan yang mengakui adanya persamaan hak dan 
kedudukan setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun 
perempuan. 
Kewarisan adat dalam sistem patrilineal yang hanya mewariskan 
harta warisan kepada keturunan atau anak laki-lakinya, namun akan 
                                                          
6 Iman Sudiyat, 1998, Hukum Adat Sketsa Asas,  Jogjakarta: Liberty, hlm.166 
5 
menjadi suatu permasalahan kemudian apabila dalam keluarga tersebut 
memiliki anak perempuan. Hal ini pulalah yang akan penulis bahas lebih 
lanjut yaitu terkait dengan bagaimana status dan kedudukan anak 
perempuan tersebut dalam sistem kewarisan adat khususnya dalam 
masyarakat adat di Suku Sentani Kabupaten Jayapura, serta bagaimana 
proses pelaksanaan pewarisan dengan sistem patrilineal tersebut.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 
mengangkat permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana sistem kewarisan adat secara patrilineal pada suku 
Sentani di Kabupaten Jayapura ? 
2. Bagaimana kedudukan dan berapa bagian anak perempuan 
sebagai ahli waris dalam masyarakat patrilineal suku Sentani di 
Kabupaten Jayapura ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis : 
1. Untuk mengetahui sistem kewarisan adat secara patrilineal pada 
suku Sentani di Kabupaten Jayapura. 
2. Untuk mengetahui status dan kedudukan anak perempuan sebagai 
ahli waris dalam masyarakat patrilineal suku Sentani di Kabupaten 
Jayapura. 
6 
D. Manfaat Penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan 
sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam 
rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan 
terlebih khusus pengembangan hukum keperdataan dibidang 
hukum kewarisan adat dalam hal ini menyangkut tentang 
kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 
ilmu pengetahuan bagi masyarakat untuk memahami sistem 
kewarisan adat secara patrilineal dan kedudukan anak perempuan 
sebagai ahli waris dalam suku Sentani di Kabupaten Jayapura. 
 
 
  
7 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Hukum Waris Adat 
Istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk 
membedakannya dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, 
hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Batak, hukum 
waris Minangkabau, hukum waris Jawa dan sebagainya. 
Waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih 
dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia,dengan 
pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya 
akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, 
tetapi lebih luas dari itu. 
Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis 
ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta 
warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu 
dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. 
Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta 
kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.7 
Menurut beberapa para ahli hukum adat, definisi hukum waris adat: 
Menurut Ter Haar; Hukum waris adat adalah aturan-aturan 
hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad dan 
proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan 
immateriil, dari suatu turunan ke turunan berikutnya.8 
 
                                                          
7 Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hlm. 7 
8 Soebakti Poeponoto,1994, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Ter Haar 
Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 202 
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Soepomo; Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan 
yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan 
barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak 
berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan 
manusia (generatie) kepada turunannya.9 
 
Dengan demikian, hukum waris tersebut memuat ketentuan-
ketentuan cara penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud, dari pewaris kepada ahli warisnya. 
Cara penerusan dan peralihan dari harta kekayaan dapat dilakukan sejak 
pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. 
Hilman hadikusuma selanjutnya mengatakan bahwa : 
 
“Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat 
tersendiri dan yang khas Indonesia, yang berbeda dengan 
hukum Islam atau hukum barat, sebab perbedaannya terletak 
pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonessia yang 
berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka 
tunggal ika”10 
 
Latar belakang pikiran masyarakat Indonesia  pada dasarnya  
adalah kekeluargaan dimana bersifat tolong-menolong guna mewujudkan 
kerukunan, keselarasan, dan kedamaian di dalam hidup. Disini tampak 
bahwa bangsa indonesia yang alam pikirannya berdasarkan pada sistim 
kekeluargaan, dimana kepentingan hidup yang rukun dan damai lebih 
diutamakan. Jika dalam belakangan ini tampak sudah banyak 
kecenderungan keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan 
dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan maka hal itu merupakan 
krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang 
perlahan-lahan mengubah pola pikir bangsa Indonesia.    
 
                                                          
9 Soepomo, 1967, Bab-bab tentang Hukum adat, Jakarta: Penerbitan Universitas, hlm. 72 
10 Hilman hadikusuma, Op.Cit, hlm. 9 
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B. Asas Hukum Waris Adat 
Pada dasarnya, hukum waris adat sebagaimana hukum adat  
sebagaimana hukum adat pada umumnya, yang dapat dihayati dan 
diamalkan sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu 
Pancasila. Pancasila didalam hukum waris adat merupakan titik tolak 
berpikir dalam proses pewarisan, agar proses penerusan dan pengoperan 
harta warisan tersebut dapat berjalan dengan rukun dan damai serta tidak 
menimbulkan sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh 
pewaris11. 
1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa 
Asas KetuhananYang Maha Esa, bahwa setiap orang yang percaya 
dan mengakui adanya Tuhan menurut agama dan kepercayaannya 
masing-masing. Rejeki dan harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai 
dan dimiliki adalah karunia Tuhan. Adanya harta kekayaan itu karena 
ridha Tuhan, oleh karena itu setiap manusia wajib bersyukur kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Apabila manusia tidak bersyukur terhadapnya, 
maka di kehidupan selanjutnya akan mendapatkan kerugian. 
Kesadaran bahwa Tuhan Maha mengetahui atas segalanya, maka 
apabila ada pewaris yang wafat para ahli waris tidak akan berselisih dan 
saling berebut atas harta warisan. Terjadinya perselisihan karena harta 
warisan akan memberatkan perjalanan si pewaris menuju kehidupan 
selanjutnya. Oleh karena itu, orang-orang yang benar bertaqwa kepada 
                                                          
11 Hakim, S.A. Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan, dan Pewarisan). Stensil: Djakarta. 
1967, hlm. 28 
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Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga kerukunan daripada 
pertentangan. 
Dengan demikian, asas Ketuhanan Yang Maha Esa didalam hukum 
waris adat merupakan dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk 
dapat mengendalikan diri dari masalah pewarisan. 
2. Asas Kemanusiaan 
Asas kemanusiaan ini bermaksud agar setiap manusia itu harus 
diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga memperoleh 
kesamaan hak dan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup 
sebagai suatu ikatan keluarga. Pada dasarnya tidak ada waris yang 
berbeda, tidak ada yang harus dihapuskan dari hak mendapat bagian dari 
warisan yang terbagi, dan tidak ada waris yang dihapuskan dari hak pakai 
dan hak menikmati warisan yang tidak terbagi. 
Dalam proses pewarisan, asas kemanusiaan berperan mewujudkan 
sikap saling menghargai antara ahli waris. Maka dalam hukum waris adat, 
bukan penentuan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, 
tetapi kepentingan dan kebutuhan para ahli waris yang dapat dibantu 
dengan adanya warisan tersebut. 
Atas dasar asas kemanusiaan ini, kedudukan harta warisan dapat 
dipertimbangkan apakah perlu dilakukan pembagian atau penangguhan 
pembagian. Jika ada pembagian warisan, tidak berarti hak yang 
didapatkan ahli waris laki-laki dan perempuan sama banyaknya, bisa saja 
ahli waris yang lebih membutuhkan mendapatkan bagian yang lebih 
banyak dari yang lainnya. Sedangkan apabila kerukunan hidup antar ahli 
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waris baik, dimungkinkan harta tersebut tidak dibagi untuk dinikmati 
secara bersama-sama dibawah pimpinan pengurus harta warisan 
sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam 
masyarakat adat. 
Dengan demikian, asas kemanusiaanini mempunyai arti kesamaan 
hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat 
kemanusiaan baik dalamacara pembagian maupun dalam cara 
pemanfaatan dengan selalu memperhatikan para ahli waris dengan 
kehidupannya.   
3. Asas Persatuan 
Ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat 
menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai 
kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan 
mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu 
berada diatas kepentingan perorangan, demi persatuan dan kesatuan 
keluarga. Maka, apabila pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta 
warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana 
memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan adanya 
harta warisan itu. 
Apabila pewarisan yang akan dilaksanakan akan berakibat 
timbulnya sengketa antar ahli waris, maka para tetua adat dapat bertindak 
menangguhkan pembagian harta warisan untuk menyelesaikan terlebih  
dahulu hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan 
kerukunan keluarga yang bersangkutan. 
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Persatuan, kesatuan dan kerukunan hidup kekeluargaan didalam 
masyarakat memerlukan adanya pemimpin yang berwibawa dan selalu 
dapat bertindak bijaksana dalam mengadakan musyawarah untuk 
mufakat. Pemimpin yang bijaksana dalam menegur kehidupan rumah 
tangga adalah orang-orang yang dapat menjadi contoh dan telada bagi 
rumah tangga lainnya, terutama bagi para ahli waris dan keluarga yang 
bersangkutan. Karena sering terjadi perpecahan antara ahli waris karena 
harta bersama yang dikuasai oleh tetua adat disalahgunakan untuk 
kepentingan sendiri. 
Jadi, asas persatuan ini dalam hukum waris adat merupakan suatu 
asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan 
yang tentram dan damai dalam mengurus dan menikmati serta 
memanfaatkan warisan yang tidak terbagi ataupun menyelesaikan 
masalah pembagian kepemilikan harta warisan yang terbagi-bagi. 
4. Asas musyawarah Mufakat 
Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan, setiap ahli 
waris memiliki rasa tanggung jawab yang sama atau hak dari kewajiban 
yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama. 
Pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan 
tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak satu 
dengan lainnya untuk menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan ahli 
waris lainnya. 
Musyawarah penyelesaian pembagian harta warisan ini adalah ahli 
waris yang dituakan, dan apabila terjadi kesepakatan, maka setiap ahli 
waris wajib untuk menghargai, menghormati, menaati dan melaksanakan 
13 
hasil keputusan. Kesepakatan harus bersifat tulus dengan perkataan dan 
maksud yang baik yangberasal dari hati nurani yang jujur demi 
kepentingan bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Meskipun telah terjadi kesepakatan bahwa warisan dibagi 
perseorangan untuk ahli waris, tetapi kedudukan warisan yang telah 
dimiliki secara perseorangan itu harus tetap memiliki fungsi sosial, masih 
tetap pada tolong-menolong antara ahli waris.  
5. Asas Keadilan Sosial 
Dalam hukum waris adat, asas keadilan ini artinya keadilan bagi 
seluruh ahli waris tentang harta warisan, baik ahli waris langsung, ahli 
waris yang terjadi karena pengakuan saudara menurut adat setempat. Adil 
dalam proses pembagian warisan dipengaruhi oleh sendi kehidupan 
masyarakat adat setempat. 
Dengan adanya asas keadilan ini, maka dalam hukum waris adat 
tidak berarti membagi kepemilikan atau pemakaian harta warisan yang 
sama jumlahnya atau nilainya, tetapi sesuai dan sebanding dengan 
kepentingan para ahli waris. 
 
C. Sifat Hukum Waris Adat 
Seperti halnya hukum adat, hukum waris adat sebagai salah satu 
bagian dari hukum adat itu sendiri memiliki beberapa sifat yang 
membedakannya dengan sistem kewarisan menurut kitab undang-undang 
Hukum Perdata dan Hukum Islam, sifat-sifat hukum waris adat yaitu :12 
                                                          
12 Soerojo Wignjodipoero, 1995, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: PT 
Toko Gunung Agung, hlm. 163-164 
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1. Tidak mengenal “legitieme portie” , akan tetapi Hukum Waris Adat 
menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini mengandung hak 
untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses 
meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Disamping 
dasar persamaan hak, hukum adat waris juga meletakkan dasar 
kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara 
rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. 
2. Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli 
waris. 
3. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau 
pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama 
ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi. 
4. Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan 
orang tua angkatnya. 
5. Dikenal sebagai sistem penggantian waris. 
6. Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara 
rukun dalam suasana ramah-tamah dengan memperhatikan 
keadaan khusus tiap waris. 
7. Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-
laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek 
neneknya dan saudara orang tuanya. 
8. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, 
melainkan wajib diperhatikan sifat/macam, asal dan kedudukan 
hukum daripada barang-barang masing-masing yang terdapat 
dalam harta peninggalan itu. 
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D. Unsur-unsur Hukum Waris Adat 
1. Pewaris  
Pewaris atau peninggal warisan adalah orang yang meninggal 
dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah 
harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik 
dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.13 
Pada sistem hukum adat waris di Tanah Karo, pewaris adalah 
seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta 
kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun 
harta pusaka. Dalam pengertian ini unsur yang penting adalah unsur harta 
kekayaan dan unsur orang yang masih hidup. Apabila unsur harta 
kekayaan itu tidak ada artinya orang yang meninggal itu tidak 
meninggalkan harta kekayaan sehingga pewarisan menjadi tidak 
relevan.14 
2. Ahli Waris 
Ahli waris merupakan orang yang menjadi waris, berarti orang-
orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dan 
berkewajiban menyelesaikan utang-utangnya. Hak dan kewajiban tersebut 
timbul setelah pewaris meninggal dunia, hak waris itu didasarkan pada 
hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diatur 
dalam undang-undang.15 
                                                          
13 Eman Suparman, Op.Cit, hlm. 16  
14 Ibid., hlm. 47 
15 Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, hlm. 266-267 
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Para waris yang dimaksudkan adalah semua orang yang (akan) 
menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris 
atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang 
berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tapi mendapat warisan.16 
Anak-anak pewaris dalam hukum adat merupakan golongan ahli 
waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan 
satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota keluarga lain tidak 
menjadi ahli waris, apabila si peninggal meninggalkan anak-anak. Jadi, 
dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain, anggota keluarga dari 
si peninggal warisan menjadi tertutup. Namun, aturan ini menjadi berbeda 
dikarenakan hubungan kekeluargaan di beberapa lingkungan hukum adat 
diterobos oleh ikatan hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan 
unilateral dikalangan kerabat-kerabat.17  
3. Warisan 
Warisan berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat,18 atau 
segala harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada para ahli 
warisnya. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro : 
“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-
hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang 
pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang 
yang masih hidup.”19 
 
                                                          
16 Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hlm. 67 
17 Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit, hlm. 182 
18 Eman Suparman, Op.Cit, hlm 2 
19 Ibid., hlm. 3 
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Hal yang penting dari warisan ini adalah bahwa pengertian warisan 
itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan 
unsur esensialia (mutlak) yakni :20 
a. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan 
harta kekayaan. 
b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima 
kekayaan yang ditinggalkan itu. 
c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concerto” 
yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli waris. 
Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta 
pengoperan  kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu, 
selalu menimbulkan persoalan seperti berikut:21 
a. Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai 
dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya 
dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal 
warisan itu berada. 
b. Unsur kedua menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai 
dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan 
ahli waris. 
c. Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai 
dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat 
lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli 
waris sama-sama berada. 
                                                          
20 Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit, hlm.  162 
21 Ibid. 
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E. Sistem Kewarisan Adat 
Dalam hukum waris adat dikenal beberapa sistem pewarisan, 
yaitu:22 
1. Sistem Keturunan 
Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam 
agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk 
keberatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. 
Sistem Keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu : 
a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis 
bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari 
kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, 
Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian). 
b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut 
garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya 
dari kedudukan pria didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, 
Timor) 
c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik 
menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), 
dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam 
pewarisan (Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, 
Sulawesi dan lain-lain) 
2. Sistem Pewarisan Individual 
Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah 
sistem pewarisan dimana para ahli waris mendapatkan pembagian untuk 
                                                          
22 Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hlm 23-28 
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dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya 
masing-masing. Setelah harta warisan itu di bagikan, ahli waris dapat 
menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, 
dinikmati, ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota 
kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem individual ini banyak berlaku 
dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental, misalnya 
masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya 
seperti masyarakat Batak. 
Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian 
warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang 
berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara 
bersama, disebabkan para ahli waris tidak terikat lagi pada satu rumah 
kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan 
masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya. 
Kelebihan dari sistem pewarisan individual ialah bahwa dengan 
pemilikan secara pribadi maka ahli waris bebas menguasai dan memiliki 
harta warisan atas bagiannya masing-masing yang telah diterima untuk 
dipergunakan sebagai modal kehidupannya kedepan tanpa dipengaruhi 
oleh anggota-anggota keluarga yang lain .  
Kelemahan sistem pewarisan individual adalah selain pecahnya 
harta warisan tersebut dapat pula mengakibatkan perselisihan-
perselisihan dan atau putusnya hubungan kekerabatan antara anggota 
keluarga ahli waris yang satu dengan lainnya. Hal ini berarti asas hidup 
kebersamaan dan tolong-menolong menjadi lemah diantara keluarga ahli 
waris tersebut.  
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3. Sistem Pewarisan Kolektif 
Pewarisan sistem kolektif adalah dimana harta warisan diteruskan 
dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai 
kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, 
melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan 
atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara 
pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur 
bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota 
kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala 
kerabat. Harta peninggalan seperti ini disebut “harta pusaka” di 
Minangkabau dan “harta menyanak” di Lampung. 
Kelebihan dari sistem kolektif ini masih nampak bahwa fungsi harta 
kekayaan itu diperuntukkan bagi kelangsungan hidup keluarga besar itu 
untuk sekarang dan seterusnya masih tetap berperan, tolong-menolong 
antara satu dan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh 
tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. 
Kelemahan sistem kolektif ini adalah menumbuhkan cara berpikir 
yang terlalu sempit, kurang terbuka bagi orang luar. Dimana tidak 
selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat 
diandalkan dan aktivitas hidup yang semakin meluas bagi para anggota 
kerabat, maka rasa setia kawan dan kerabat akan bertambah luntur. 
4. Sistem Pewarisan Mayorat 
Sistem pewarisan mayorat adalah harta peninggalan orang tua 
(pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) 
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tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, 
melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) dilingkungan 
masyarakat patrilineal di Lampung dan Bali atau tetap dikuasai oleh anak 
sulung perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal 
Semendo di Sumatera Selatan dan Lampung. 
Sistem ini hampir sama dengan pewarisan kolektif dimana harta 
warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak 
milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung 
berkedudukan sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat dan 
berkewajiban  mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain 
terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-
adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga sendiri. 
Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem 
keturunan yang dianut, yaitu mayorat lelaki seperti berlaku dilingkungan 
masyarakat adat lampung, terutama yang beradat pepadun, atau juga 
berlaku sebagaimana di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian 
Barat.23 
Kelemahan dari sistem mayorat ini adalah sama dengan 
kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, yaitu dimana keutuhan dan 
terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang 
mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga/kerabat yang 
mempertahankannya.  
                                                          
23 Natty Kaiway, (Skripsi) Suatu tinjauan mengenai hukum adat waris di Teluk Yos 
Soedarso Kabupaten Jayapura, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura, 
1990, hlm. 26 
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Kelebihan dan kelemahan sistem pewarisan mayorat terletak pada 
kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang 
tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan 
memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang 
ditinggalkan. 
 
F. Harta Warisan 
Dalam membicarakan hukum selalu berhubungan dengan manusia 
dalam pergaulan hidup. Apa yang dibicarakan dalam hukum waris adat, 
salah satunya adalah menyangkut harta warisan, dimana setiap kesatuan 
keluarga pasti memiliki benda-benda materiil. Kekayaan dari keluarga 
tersebut berfungsi sebagai :24 
1. Kekayaan yang merupakan basis materiil dalam kehidupan. 
Kekayaan yang merupakan basis materiil dari setiap ikatan 
kekeluargaan, dinamakan harta rumah tangga bagi kesatuan rumah 
tangga. 
2. Kekayaan berfungsi memberikan basis materiil bagi kesatuan-
kesatuan rumah tangga yang akan dibentuk oleh keturunannya. 
3. Oleh karena harta kekayaan itu merupakan basis materiil dari 
kesatuan-kesatuan kekeluargaan, maka dari sudut lain harta 
kekayaan tersebut merupakan alat untuk mempersatukan 
kehidupan kekeluargaan. 
Oleh karena harta kekayaan merupakan alat mempertahankan 
kesatuan, maka pada dasarnya dalam proses pewarisan tidak dilakukan 
                                                          
24 Djaren Saragih,1984,  Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung: Tarsito,  hlm. 147 
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pembagian atau harta peninggalan tidak dibagi-bagi di antara para 
warisnya. 
Menurut pengertian umum, warisan adalah semua benda yang 
ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik harta 
peninggalan itu sudah dibagi-bagi, belum terbagi atau memang harta 
peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi. 
Berdasarkan pengertian diatas, maka apabila kita berbicara tentang 
harta warisan berarti kita mempersoalkan harta kekayaan seseorang yang 
telah meninggal dunia.25  
Pengertian dibagi pada umumnya, berarti bahwa harta warisan itu 
terbagi-bagi pemilikannya kepada para warisnya, dan suatu pemilikan 
atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa 
fungsi sosial. Oleh karena hukum adat yang mengatur suatu pemilikan 
atas harta warisan tidak berarti pemilik mutlak secara perseorangan tanpa 
fungsi sosial. Oleh karena hukum yang mengatur suatu pemilikan atas 
harta warisan masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga serta rasa 
keutuhan tali persaudaraan. 
Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan 
dikalangan masyarakat adat Jawa dikarenakan harta warisan tersebut 
masih diwaris oleh janda atau duda beserta anak-anak. Apabila ia mau 
menjual atau mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka 
ia harus terlebih dahulu berunding dengan anak-anaknya, karena mereka 
berhak atas harta dalam penggunaan harta tersebut.26 
                                                          
25 Ensiklopedia Hukum Adat  dan  Adat  Budaya  Indonesia, Alumni Bandung,  1977, hlm. 
1419 
26 Soedarso, Hukum Waris Adat, Majalah Hukum Adat, Tahun II, No. 1-2, Yogyakarta, 
1991, hlm.73 
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Selain itu, ada harta yang tidak terbagi oleh pemiliknya diantara ahli 
waris dalam hal penguasaan atau pemilikannya dikarenakan sifat benda, 
keadaan dan kegunaanya yang tidak dibagi-bagi. 
Untuk mengetahui kedudukan harta warisan menurut asal-usul, 
apakah ia dapat dibagi ataukah memang tidak terbagi termasuk hak dan 
kewajiban apa yang menjadi penerusan dari pewaris kepada ahli waris 
maka harta warisan itu dapat dibagi dalam empat bagian yaitu: 
1. Harta Asal 
Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki 
pewaris sejak mula pertama baik berupa harta peninggalan maupun harta 
bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan yang kemungkinan 
bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Dengan disebut 
harta asal atau barang asal maka ia dibedakan dari harta pencaharian 
yaitu harta yang didapat oleh pewaris bersama istri atau suami almarhum 
selama didalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan 
karena kematian atau karena perceraian.  Harta peninggalan biasanya 
merupakan harta peninggalan turun temurun dari zaman leluhur misalnya 
pusaka yang dapat dipakai secara turun temurun. 
2. Harta Pemberian 
Harta pemberian adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat 
karena jerih payah bekerja sendiri melainkan didapat karena hubungan 
cinta kasih, balas budi atau jasa atau karena sesuatu tujuan. Pemberian 
dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada 
seseorang atau kepada suami istri bersama atau sekeluarga rumah 
tangga. Pemberian dapat dapat terjadi secara langsung antara pemberi 
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dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara. Pemberian 
dapat terjadi dalam  bentuk barang tetap atau barang bergerak. Begitu 
pula pemberian dapat terjadi sebelum perkawinan atau sejak 
adanyaperkawinan dan selama perkawinan. 
3. Harta Pencaharian 
Harta pencaharian umumnya untuk semua harta yang didapat oleh 
suami-istri bersama dalam ikatan perkawinan dan ditambah dengan 
pemberian-pemberian yang diterima selama perkawinan mereka. 
4. Hak-Hak Kebendaan 
Apabila seseorang meninggal dunia, maka ia tidak saja 
meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi ada juga 
kemungkinan yang tidak berwujud benda, tetapi berupa hak-hak 
kebendaan seperti hak pakai, hak tagihan (utang-piutang) dan lain-lain. 
Hak-hak kebendaan ini berupa hak pakai, misalnya terhadap pusaka yang 
tidak terbagi-bagi. Begitu juga terhadap benda yang menurut keadaannya 
belum terbagi, misalnya alat pencaharian, rumah, kendaraan dan 
sebagainya, ada juga terhadap sebidang tanah demikian pula dengan hak 
tagihan terhadap (utang piutang). Sebenarnya hak tagihan (utang piutang) 
bukanlah merupakan hak kebendaan tetapi hak perseorangan. 
Pengertian harta warisan menurut pendapat para sarjana adalah 
sebagai berikut :  
1) Hilman Hadikusuma 
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“Harta warisan adalah harta yang dimiliki pewaris yang di 
wariskan kepada ahli waris dalam mengalihkan atau menerskan 
harta tersebut”27 
2) Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko 
“Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oeh 
pewaris kepada ahli waris untuk dapat dibagi-bagi.28 
Dengan demikian harta warisan adalah suatu harta yang 
ditinggalkan oleh pewaris, yaitu harta yang akan diteruskan atau 
dioperkan kepada ahli waris untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris. 
Bahkan para ahli waris bukan hanya sekedar sebagai penerima tetapi 
juga menjaga agar harta tersebut dapat diwariskan lagi kepada ahli waris 
yang lain. 
 
 
 
                                                          
27 Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hlm. 35 
28 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1981, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: 
CV. Rajawali, hlm. 85 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis memilih lokasi 
penelitian yaitu Kabupaten Jayapura pada suku Sentani di khususkan 
pada kampung Homfolo distrik Ebungfauw. Dipilihnya lokasi penelitian ini 
dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut terkait dengan kedudukan 
anak perempuan dalam hukum waris adat masyarakat tersebut. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini, adalah : 
1. Data primer 
Pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dari 
responden di lapangan atau lokasi penelitian yaitu pada suku Sentani. 
2. Data sekunder 
Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka 
dengan cara mengumpulkan data-data laporan, buku, dokumen, internet 
yang terkait dengan kedudukan hak waris anak perempuan pada suku 
Sentani. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 
ini adalah : 
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1. Penelitian lapangan (field research), yaitu teknik pengumpulan data 
melalui penelitian lapangan, Data lapangan diperoleh melalui 
wawancara, yaitu melakukan tanya jawab kepada para responden 
seputar permasalahan yang diteliti. 
2. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan 
data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur-
literatur, data-data laporan, buku, dokumen, internet yang terkait 
dengan kedudukan hak waris anak perempuan pada masyarakat 
suku Sentani yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. 
 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait 
dengan penentuan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris 
menurut hukum waris masyarakat patrilineal dalam suku Sentani di 
Kabupaten Jayapura  
2. Sampel 
Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan purposive sampling. 
Purposive sampling yaitu cara pemilihan dengan melihat sekolompok 
subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di pandang mempunyai 
sangkut paut yang erat dengan ciri atau sifat yang diketahui sebelumnya 
Sampel dalam penelitian ini  terdiri atas : 
1. Kepala Adat (Ondofolo) suku Sentani. 
2. Kepala Suku (Ondoafi) suku Sentani. 
3. Anak perempuan yang mewaris. 
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E. Analisis Data 
Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian 
dasar. Data dan Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi 
dokumen dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang 
kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris menurut hukum waris 
masyarakat patrilineal dalam suku Sentani di Kabupaten Jayapura. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Profil Lokasi Penelitian 
1. Keadaan Geografis 
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kegiatan 
penelitian ini dilaksanakan di Kampung Homfolo distrik Ebungfauw 
Kabupaten Jayapura sebagai daerah yang menjadi subjek penelitian ini. 
Distrik Ebungfauw terbagi atas 5 kampung, yaitu : 
 Kampung Ebungfa 
 Kampung Abar 
 Kampung Homfolo 
 Kampung Babrongko 
 Kampung Kameyakha 
Distrik Ebungfauw terletak diantara 23,40 Lintang Utara dan 140 
Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 
 Sebelah Utara  Distrik Sentani 
 Sebelah Selatan Distrik Kemtuk 
 Sebelah Barat Distrik Waibu 
 Sebelah Timur Distrik Sentani Timur 
2. Luas wilayah 
Luas wilayah Distrik Ebungfauw adalah 221,16 Km2 dengan luas 
wilayah masing-masing Kampung adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1. 
Luas masing – masing kampung dan perbandingannya dengan 
luas distrik 
 
No. Kampung Luas (Km2) % 
1. Ebungfa 20,15 17,95 
2. Abar 56,72 50,53 
3. Homfolo 2,14 1,90 
4. Babrongko 32,15 28,64 
5. Kameyakha 1,10 0,98 
 Jumlah 112,26 100 
 
 Jarak terjauh antara batas paling Barat dan paling Timur adalah 12 
Km, sedangkan antara batas paling utara dan batas paling selatan adalah 
9 Km. Jarak antara Ibukota Distrik ke Ibukota Kabupaten Jayapura ± 6 
Km yang dapat ditempuh dengan kendaraan darat dan kendaraan air, 
sedangkan ke Ibukota Provinsi  ± 20 Km yang dapat ditempuh dengan 
sarana transportasi darat dan air. 
3. Pemerintahan Umum 
 Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Distrik Ebungfauw terbagi 
atas 5  (lima) kampung. Pada Sekretariat Distrik, Kepala Distrik dibantu 
oleh 1 (satu) orang Sekretaris Distrik dan 5 orang kepala Seksi yaitu : 
Kepala seksi Pemerintahan, Kepala seksi Ekonomi, Kepala seksi 
Pelayanan Umum serta Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban dan 
ditambah dengan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian Keuangan serta 
Kepala Sub Bagian Kepegawaian. 
Pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan di Distrik dan 
kampung secara umum dikoordinir oleh Kepala Distrik sebagai perangkat 
Daerah yang mana diarahkan kepada usaha memperkuat tatanan 
Pemerintahan dan seluruh perangkatnya di tingkat Distrik maupun 
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kampung agar makin mampu menggerakkan masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan dan mampu menyelenggarakan 
administrasi Pemerintahan di Distrik/Kampung yang makin meluas dan 
efektif. 
4. Keadaan Penduduk 
Pola kehidupan penduduk / masyarakat yang berdomisili di Distrik 
Ebungfauw pada umumnya terikat pada adat istiadat setempat yaitu adat 
Sentani. Pola perkampungan masyarakat di distrik Ebungfauw adalah 
kampung – kampung disekitar tepi – tepi danau Sentani. Hukum adat 
yang berlaku adalah hukum adat Sentani, dan berlaku di semua Desa / 
Kelurahan yang ada di Kabupaten Sentani. Mereka mengenal satu sistem 
pemerintahan yang ketat dimana Pimpinan tertinggi adalah 
Ondoafi/Ondofolo. 
Mata pencaharian utama penduduk di Distrik Ebungfauw, adalah 
bertani disamping sebagai nelayan, pedagang, peternak dan pegawai 
negeri. Mereka yang melakukan pekerjaan berladang kebanyakan ladang 
mereka ditanami jenis ubi – ubiaan, sagu, kakao, matoa, kelapa, 
pinang,durian, langsat, nangka dan pisang. Makanan pokok mereka 
adalah sagu, ikan serta jenis ubi- ubian. Mereka juga mengenal banyak 
jenis ikan seperti, ikan asli yaitu : Yewi, isnongga, sejenis ikan lele, tuhulel 
(ikan gabus). 
Perkembangan penduduk di Distrik Ebungfauw 85% penyebaran 
penduduknya  cenderung tidak merata pada periode 2013-2014, dimana 
akan menghambat pembangunan karena pengaruh dinamika penduduk 
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terhadap perkembangan penduduk dirasakan pula dalam keluarga 
maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mengetahui 
pertumbuhan penduduk dapat  dilihat pada tabel 2. 
Tabel 2. 
Perkembangan penduduk masing – masing kampung 
 
NO KAMPUNG 
JUMLAH PENDUDUK 
TAHUN 2013 
JUMLAH PENDUDUK 
TAHUN 2014 
1. Ebungfa 1065 1069 
2. Abar 239 242 
3. Homfolo 356 360 
4. Babrongko 720 702 
5. Kameyakha 676 693 
 JUMLAH 3056 3066 
 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Distrik 
Ebungfauw terdiri dari 5 Kampung dengan jumlah penduduk yang dibuat 
berdasarkan pengelompokkan menurut jenis kelamin laki – laki dan 
perempuan  seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 3. 
Jumlah Penduduk Distrik Ebungfauw April 2015 
 
 
 Pada tabel 3 perlu dikemukakan bahwa golongan perempuan rata 
– rata hidup lebih lama dibandingkan dengan golongan laki – laki, dan 
tingkat kematian bayi laki – laki umumnya lebih tinggi daripada tingkat 
kematian bayi perempuan. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh 
NO. KAMPUNG 
JUMLAH PENDUDUK 
LAKI – LAKI PEREMPUAN 
1. Ebungfa 534 1069 
2. Abar 126 113 
3. Homfolo 189 112 
4. Babrongko 342 360 
5. Kameyakha 298 395 
JUMLAH 1489 2049 
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perilaku hidup masyarakat golongan laki-laki distrik Ebungfauw yang 
kurang memperhatikan kesehatannya. 
5. Gambaran Umum Masyarakat Adat Suku Sentani 
Sentani adalah sebuah nama yang ikut mengukir sejarah 
peradaban bangsa papua, sejak masuknya injil Yesus Kristus di Pulau 
Mansinan pada tanggal 5 Pebruari 1855 oleh Ottow Geisler. Pada saat tim 
ini berada di bukit Sky Land, mereka bertanya kepada orang Tabati, 
danau apakah ini?. Lalu di jawab “Seram Ni” yang artinya tempatnya 
orang Hedam. Sentani adalah nama dari suku-suku yang mendiami 
pinggiran danau Sentani serta daratan di sekitarnya yang terbagi atas 4 
komunitas dengan dialek yang agak berbeda, yakni : Ralibhu (Sentani 
Timur); Nolobhu (Sentani Tengah); Waibhu (Sentani Barat); Sentani Moi 
(suku-suku di Dafonsoro Selatan, yakni kampung Sabron Dosai, Maribu, 
Waibron Lama, Waibron Baru, Sabron Sari, dan Sabron Yaru) 
Masyarakat adat sentani merupakan bagian dari masyarakat adat 
Papua yang telah memiliki otoritas adat secara turun-temurun sebagai 
pemilik dan pewaris tanah Papua, yakni sebagai pemilik dan pewaris bumi 
dan air serta udara di wilayah hukum adat sentani. 
Dalam kaitan dengan sistem kemayarakatan, maka secara umum 
pengelompokan masyarakat Sentani terbagi dalam tiga bentuk komunitas. 
Yang pertama adalah komunitas satu rumah (imyea) yang di pimpin oleh 
seorang yang disebut Khoselo. Komunitas kedua terdapat pada lapisan 
satu kampung (yo) yang terdiri dari beberapa imyea dibawah 
kepemimpinan seorang Ondofolo (ondoafi). Kedudukan seorang Ondoafi 
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ialah sebagai penguasa tunggal yang memiliki kekuasaan dan 
kewenangan yang amat luas, meliputi semua segi kehidupan dalam 
kampungnya (mencakup bidang-bidang keagamaan, perekonomian, 
kesejahteraan sosial, politik dan keamanan serta peradilan). Di samping 
itu ia memiliki kekuasaan atas wilayah teritorialnya dan bertanggung 
jawab untuk menjaga dan melindunginya29.  
Para Ondofolo/Ondoafi dan Khoselo serta pakar masyarakat adat 
Sentani membentuk sebuah perkumpulan atau badan yang disebut 
sebagai Dewan Adat Suku Sentani (DASS) pada tanggal 25 April 2002 
yang merupakan bagian dari Dewan Adat Papua dan menjadi wadah 
kesatuan solidaritas Masyarakat Adat Sentani. DASS bertugas menata 
norma adat, kebiasaan dan aturan yang sudah dijalankan sejak dahulu 
kala, menjaga dan melindungi lingkungan hidup menuju kepada kelayakan 
hidup yang bermartabat, modern, maju, mandiri dan sejahtera. Selain itu 
DASS berfungsi pula sebagai alat perekat persaudaraan sesama warga 
suku Sentani dan membangun komunikasi, baik secara internal maupun 
eksternal dengan suku-suku di luar masyarakat adat Sentani serta dengan 
pemerintah. 
Pada umumnya masyarakat adat Sentani bermata pencaharian 
sebagai petani yakni sekitar 97% dari total penduduknya. Sistem bercocok 
tanam yang mereka terapkan masih bersifat tradisional, bahkan masih 
ada yang melakukan sistem berlandang berpindah-pindah dimana lahan 
dibersihkan, pepohonan ditebang dan dibakar kemudian ditanami dengan 
                                                          
29 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Irian 
Jaya. Pengetahuan, Keyakinan, Sikap dan Perilaku Generasi Muda Berkenaan Dengan 
Perkawinan Orang Sentani, 1999, hlm. 10-13 
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menggunakan tugal (tanpa olah tanah). Selain itu ada pula diantara 
mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan ikan air tawar di 
danau Sentani dengan menggunakan alat tangkap jaring, dan beberapa 
keluarga yang telah mengembangkan  budidaya ikan dengan 
menggunakan sistem keramba. Mata pencaharian lainnya yang digeluti 
saat ini adalah PNS dan anggota TNI/Polri. 
Diantara suku-suku yang tergabung dalam masyarakat adat 
Sentani, pada dasarnya terdapat persamaan-persamaan yang dapat 
dijadikan sebagai prinsip umum dalam hal persekutuan hukum 
adat/masyarakat adat Sentani, antara lain : 
1. Masyarakat adat sentani berasal dari berbagai bagian di sekitar 
Sentani yang kemudian menetap di Sentani  dan melalui 
perkawinan berkembang terus hingga membentuk suatu 
masyarakat adat suku Sentani. 
2. Orang luar suku Sentani boleh tinggal di Sentani, akan tetapi harus 
menghormati dan mentaati adat-istiadat masyarakat suku Sentani. 
3. Suku pendatang tidak memiliki hak yang sama dengan masyarakat 
asli suku Sentani dalam hal pemanfaatan tanah. Suku pendatang 
hanya mempunyai hak pakai, menggarap atau sewa. 
4. Dalam struktur masyarakat adat Sentani terdapat beberapa 
keret/marga sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang memiliki 
hubungan darah. Masyarakat adat suku Sentani pada umumnya 
menyamakan istilah keret/marga dengan suku. 
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5. Keret-keret/marga-marga terhimpun dalam suatu bagian yo. Di 
dalam suatu yo pada umumnya terdapat lebih dari satu 
keret/marga/suku. 
6. Salah satu keret dalam yo  adalah keret yang menurunkan 
Ondoafi/Ondofolo. 
7. Kesatuan masyarakat suku Sentani di tiap-tiap yo dipimpin oleh 
seorang Ondoafi/Ondofolo yang membawahi kepala-kepala suku 
yang ada dalam satu yo, yang disebut Khoselo. Khoselo 
membawahi kepala-kepala keret/marga yang disebut Akhona. 
Ondofolo/Ondoafi, Khoselo dan Akhona dijabat oleh anak sulung 
laki-laki. 
8. Jabatan Ondofolo/Ondoafi, Khoselo dan Akhona didasarkan pada 
sistem keturunan yang masa jabatannya adalah seumur hidup. 
Namun demikian, meskipun dalam masyarakat adat Sentani 
memiliki beberapa persamaan sebagai prinsip-prinsip umumnya, tetapi 
terdapat pula perbedaan-perbedaan mengenai persekutuan hukum adat 
suku mereka, yaitu : 
1. Di sebagian Sentani bagian timur, khususnya bagian Heram (yang 
meliputi kampung Asey Besar, kampung ayapo, kampung Yoka dan 
kampung Waena) mereka berasal dari suatu asal usul. Menurut 
sejarahnya suku di Sentani bagian timur berasal dari Papua New 
Guinea (PNG) yang datang ke bagian Sentani bagian timur serta 
mendapat tempat dan menetap di bagian tersebut. 
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2. Dalam masyarakat suku Sentani bagian tengah, masyarakatnya 
terbagi dalam 2 rumpun yaitu rumpun Hasai dengan bahasa 
sentani (dalam bahasa Indonesia Hasai ini disebut kelompok 
merah) dan rumpun yang berbeda dengan kelompok Hasai. 
Pembagian rumpun seperti terdapat dalam masyarakat adat suku 
Sentani bagian Tengah ini tidak ditemukan di masyarakat suku 
Sentani bagian Barat dan Sentani Bagian Timur. 
Di bawah ini terdapat struktur keondoafian dari Kampung Homfolo 
Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura : 
STRUKTUR KEONDOAFIAN KAMPUNG  
HOMFOLO DISTRIK EBUNGFAUW 
  
ONDOFOLO 
DEMAS TOKORO 
KHOSELO 
HANS 
TOKORO 
HOFNI 
TOKORO 
YOHANES 
TOKORO 
ISMAEL 
TOKORO 
YASON 
WALLY 
      AKHONA     
DEREK TOKORO 
    AKHONA 
MELKIAS TOKORO 
      AKHONA 
BENHUR TOKORO 
      AKHONA      
VICTOR TOKORO 
    AKHONA 
HENGKY WALLY 
    AKHA ALONG          
AGUS K. TOKORO 
  ABHU AKHO      
YASON WALLY 
   ABHU AKHO 
HABEL TOKORO 
  ABHU AFAA 
ASER TOKORO 
 ABHU AFAA   
ALEX WALLY 
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  Di dalam struktur pemerintahan masyarakat adat Sentani terdapat 
beberapa prinsip umum sebagai berikut : 
1. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat adat Sentani didasarkan 
pada sistem keondoafian. Ondoafi atau Ondofolo merupakan 
pemimpin yo dalam masyarakat adat Sentani. Istilah Ondofolo 
adalah istilah yang biasa digunakan dalam masyarakat Sentani 
daratan, sedangkan istilah Ondoafi adalah istilah yang biasa 
digunakan di Sentani bagian pinggir danau atau daerah pantai. 
2. Di dalam struktur pemerintahan adat pada setiap yo terdapat 4 
jabatan/pemimpin, yaitu Ondoafi, Khoselo, Akhona dan Abhu 
afaa. 
3. Pada umumnya yang menjadi Ondoafi/Ondofolo didasarkan pada 
sistem keturunan. Ondoafi harus dijabat oleh anak laki-laki tertua. 
4. Seorang Ondoafi selalu dijabat oleh suku yang merupakan turunan 
Ondoafi, sehingga jabatan Ondoafi tidak bisa dijabat oleh orang 
dari luar suku yang bukan turunan Ondoafi. Apapun kondisi 
penerima waris jabatan Ondoafi, ia tetap diangkat sebagai 
Ondoafi. 
5. Dalam menjalankan tugasnya Ondoafi  dibantu oleh seorang Abhu 
Afaa, yang berarti pesuruh. Abhu Afaa inilah yang sebenarnya 
secara riil melaksanakan tugas-tugas Ondoafi. Ondoafi 
sebenarnya hanya merupakan simbol kepemimpinan di dalam 
sistem pemerintahan masyarakat adat Sentani. 
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6. Seorang Ondoafi membawahi kepala-kepala suku yang dalam 
bahasa Sentani disebut Khoselo, yang pada umumnya 
membawahi lima Akhona. 
7. Masing-masing kepala suku mempunyai tugas yang berrbeda-
beda, misalnya : sebagai panglima perang, tugas di bidang 
kesejahteraan masyarakat, tugas di bidang kesehatan, tugas di 
bidang hukum dan politik.  
 
B. Sistem Kewarisan Adat Secara Patrilineal Pada Kampung 
Homfolo di Suku Sentani 
Berbicara tentang kewarisan, berarti berbicara mengenai adanya 
peristiwa penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu salah seorang 
dari anggota masyarakat tersebut ada yang meninggal dunia. Apabila 
orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, maka 
pesoalannya adalah bukan tentangperistiwa kematian, melainkan harta 
yang ditinggalkan oleh pewaris. 
Pewarisan menurut hukum adat pada masyarakat adat sentani 
bukan merupakan suatu kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi 
merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat dibagi 
menurut jenis dan macamnya, karena dalam pewarisan pada masyarakat 
adat sentani  terdapat harta  yang tidak dapat dibagikan kepada ahli waris 
secara pribadi tetapi milik bersama para ahli waris. Ahli waris hanya 
memiliki hak pakai atau hak menguasai dan menikmati hasil dari hak 
bersama tersebut. 
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Masyarakat Sentani pada umumnya menganut sistem  patrilineal 
yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak dimana 
kedudukan pria lebih menonjol (mayorat laki-laki) pengaruhnya dari 
kedudukan perempuan sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan adanya 
perbedaan kedudukan dan hak mewaris yang sangat menonjol dimana 
secara adat telah ditetapkan bahwa hanya anak laki-laki yang berhak 
menjadi ahli waris, sedangkan anak perempuan tidak berhak menjadi 
pewaris atas harta warisan orang tuanya. 
Pelaksanaan sistem pewarisan mayorat laki-laki disebabkan karena 
anak laki-laki tertua memiliki kedudukan sebagai penerus tanggung jawab 
atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, serta 
berkewajiban untuk mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang 
masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri. 
Apabila dalam keluarga tersebut anak pertama adalah anak 
perempuan sedangkan anak laki-laki sebagai anak kedua, maka anak 
laki-laki tersebut akan bertindak sebagai anak yang tertua dalam keluarga 
menggantikan posisi kakak perempuannya dalam menguasai dan 
mengatur harta warisan, akan tetapi anak tersebut tetap mendengarkan 
nasihat-nasihat dari kakaknya. 
Kemudian jika dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki 
atau hanya mempunyai anak perempuan, maka secara langsung adik dari 
ayahnya yang akan bertindak sebagai ahli waris menggantikan kedudukan 
anak perempuan sebagai ahli waris.30 
                                                          
30 Hofni Tokoro (Kepala Suku Kampung Homfolo), wawancara 26 Maret 2016 
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Pada dasarnya pembagian warisan pada suku Sentani kampung 
Homfolo, menggunakan sistem adat istiadat secara turun temurun yang 
dilaksanakan setelah pewaris meninggal. Harta warisan yang diturunkan 
kepada ahli waris dalam masyarakat Sentani disebut dengan “Kereneale 
Bhokla”, selain itu bentuk dari Kereneale Bhokla, yaitu : 
1. Harta Tetap 
Harta tetap adalah bentuk harta yang tidak dapat dibagi-bagikan 
pemiliknya di antara para ahli waris karena harta ini merupakan harta 
temurun dan merupakan milik kerabat atau clan. Dalam masyarakat 
Sentani harta tetap ini berupa : 
a. Pohon Sagu atau “Fiung Fikla”. 
b. Tanah atau “Kani Kela”. 
c. Dusun Kelapa atau Pisang atau “Bhuro Khela” 
d. Wilayah Perairan Danau atau “Phu Khela” 
Untuk jenis-jenis harta tetap ini para kerabat hanya mempunyai hak 
pakai secara bersama-sama yang dipimpin dan dikoordinir oleh anak laki-
laki tertua. 
2. Harta Pusaka 
Harta Pusaka adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang tertentu 
dalam suatu suku, yakni orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam 
kehidupan suatu suku, seperti Ondofolo dan Khoselo. Harta pusaka dalam 
bahasa Sentani disebut dengan “Rung Kangge” atau “Hokdu” ini juga 
dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan harta warisan. Harta 
pusaka ini terdiri atas beberapa bentuk yaitu : 
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a. Manik-manik atau “Roboni” atau “Homboni”. 
b. Tomaku Batu atau “Relaar” 
Seluruh harta pusaka ini sangat mendasar dan sangat dihargai oleh 
masyarakat adat Sentani. Keberadaan harta tersebut bagi suatu keluarga 
sangat menentukan penghargaan atau penghormatan masyarakat 
terhadapnya. Ia dapat memberikan kekuatan legalitas status sosial dan 
harga diri bagi keluarga yang memilikinya dalam kehidupan masyarakat 
adat. Harta pusaka ini tidak mungkin dimiliki sembarang orang, hanya 
dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. 
3. Harta Bawaan 
 Masyarakat adat Sentani juga mengenal apa yang disebut dengan 
harta bawaan. Harta bawaan ini biasanya diberikan untuk anak-anak 
perempuan yang akan keluar dari sistem kekerabatan. Harta ini dapat 
berupa ; 
a. “Sempe” atau “Helai”, yaitu tempat membuat “Papeda”. 
b. Tempayang atau “Hele”, yaitu tempat untuk menyimpan sagu 
mentah. 
c. “wau” dan “fale”, yaitu alat-alat mencari ikan. 
4. Harta bersama 
Selain itu, masyarakat adat Sentani juga mengenal harta bersama 
yang disebut “khani khela”. Harta bersama ini adalah harta yang diperoleh 
suami-istri  selama dalam ikatan perkawinan. Walaupun hanya suami atau 
istri dalam ikatan perkawinan yang berusaha mendapatkan harta tersebut, 
namun harta tersebut tetap merupakan harta bersama suami-istri.31 
                                                          
31 Demas Tokoro, Wawancara 21 Januari 2016. 
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Proses pewarisan pada suku Sentani kampung Homfolo 
dilaksanakan pada saat pewaris sudah meninggal, dimana jika pewaris 
meninggal kedudukan pewaris diambil oleh orang-orang adat dan 
diberikan  kepada ahli waris. Kemudian pembagian harta warisannya 
dilakukan dengan cara : (a) Harta warisan yang tetap dibiarkan utuh. 
Pembagian harta ini merupakan hak bersama (komunal). Para ahli waris 
hanya mendapat bagian sebatas hak menikmati hasil dengan hak 
mengelolah atau menggarap tanah; sedangkan (b) Harta yang merupakan 
milik orang tua (harta bersama), ahli waris yang mempunyai hak untuk 
membagikannya kepada saudara-saudaranya yang lain.32   
 
C. Kedudukan dan Bagian Perempuan Pada Suku Sentani 
Kampung Homfolo 
Kedudukan mengandung arti tingkatan atau martabat keadaan 
yang sebenarnya, status keadaan atau tingkatan  orang, badan atau 
negara.33  
Masyarakat hukum Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan 
adalah berbeda-beda, disetiap lingkungan adat ini masing-masing 
mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda pula. Begitu juga dengan 
hal kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan pada prinsipnya 
berbeda. 
Dalam sistem waris adat Sentani di kampung Homfolo anak 
perempuan tidak di perhitungkan sebagai ahli waris melainkan anak laki-
                                                          
32 Demas Tokoro (Kepala adat Kampung Homfolo) , wawancara 24 Maret 2016 
33 J.S. Poerwadarnnta, 1976,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,  
hlm. 38    
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laki yang tertua  yang menjadi ahli waris. Dimana dapat di simpulkan 
bahwa pada dasarnya kedudukan anak perempuan dalam suku Sentani 
khususnya dalam sistem pewarisan sangatlah lemah dibandingkan 
dengan kedudukan anak laki-laki. Hal ini sebabkan oleh beberapa hal, 
yakni : 
1. Kedudukan anak  laki-laki khususnya anak sulung memiliki 
kewajiban sebagai penerus tanggung jawab dari orang tuanya 
untuk memenuhi setiap kebutuhan keluarganya dan merawat serta 
menafkahi adik-adiknya hingga dewasa. 
2. Perempuan akan menikah dan meninggalkan keluarganya atau 
sukunya karena dalam masyarakat adat Sentani menganut sistem 
eksogami34 yaitu harus kawin keluar dari marganya. 
3. Kedudukan perempuan adalah sebagai pengumpul harta  atau 
Noken (tempat menyimpan harta) dimana dalam pernikahan, 
perempuan menerima pembayaran mas kawin berupa harta yang di 
bawa dari pihak mempelai laki-laki. 
Namun demikian, anak perempuan sangat diperhitungkan dalam 
sebuah keluarga karena kelahiran anak perempuan dianggap sangat luar 
biasa karena membawa kekayaan yang sangat besar dalam keluarganya. 
Kekayaan yang dimaksud adalah (1) ketika anak perempuan akan 
menikah keluarga laki-laki akan membawa mas kawin kepada keluarga 
perempuan, (2) serta anak perempuan juga bisa membantu orang tua 
terutama ibunya dimana dalam sebuah keluarga seorang istri mempunyai 
                                                          
34 Eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam 
lingkungan yang berbeda. 
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tugas menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada 
suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya sehingga mereka 
dewasa. Sehingga  ketika anak perempuan sudah dewasa tanggung 
jawab ibunya sebagian besar menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula 
pada keluarga yang anak sulungnya merupakan anak perempuan, maka 
dalam kedudukannya sebagai anak sulung dia berkewajiban menjadi 
penasehat untuk memberi saran yang sifatnya wajib didengar dan dipatuhi 
oleh adik laki-lakinya yang menjadi pewaris dalam mengatur harta 
peninggalan dari orang tua mereka.35 
Belandina Tokoro dalam wawancara dengan penulis mengatakan 
bahwa dalam pembagian warisan berapa bagian dari anak perempuan itu 
tergantung dari hubungan anak perempuan dengan ahli waris dalam 
keluarga. Harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan itu 
diberikan atas dasar belas kasihan. Harta warisan yang dapat di bagikan 
adalah harta bawaan seperti sempe atau helai, tempayang atau hela, 
peralatan dapur (belanga,panci dll) dan harta bersama yang akan dibagi 
oleh ahli waris. Selain itu, sebagai simbol harga diri bagi perempuan 
terutama anak perempuan yang berasal dari keluarga ondofolo, maka ia 
menerima warisan “relaar” pada saat kawin. Hal ini dilakukan dengan 
maksud agar setelah anak perempuan tersebut masuk dan berganti 
marga lain, yaitu marga suaminya ia tetap dihormati sebagai anak 
perempuan yang berasal dari keluarga baik-baik dan terhormat.36 
                                                          
35 Demas Tokoro (Kepala Adat kampung Homfolo), wawancara 8 April 2016 
36 Belandina Tokoro, wawancara 8 April 2016 
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Oleh karena anak perempuan dalam kampung Homfolo berperan 
sebagai pengumpul harta adat bagi keluarganya, yakni berupa mas kawin 
pada saat dinikahkan maka anak perempuan pada masyarakat adat ini 
sangat diperhatikan dan dimanja sewaktu masih kecil. Berbeda dengan 
perlakuan terhadap anak laki-laki yang dibiarkan tumbuh karena tidak bisa 
menghasilkan atau mendatangkan harta adat. 
Harta warisan yang merupakan harta adat berupa Manik-manik dari 
kaca kristal, Tomaku batu, harus pula ada dalam setiap perkawinan pada 
masyarakat adat sentani, yakni dijadikan sebaggai mas kawin (mahar) 
yang harus dibayar oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga 
perempuan. Jumlah harta adat yang harus dibayar oleh pihak laki-laki 
kepada pihak keluarga perempuan tersebut adalah disesuaikan dengan 
kedudukan orang tua perempuan. Jika anak perempuan tersebut 
merupakan kakak atau anak ondofolo sebagai anak kepala suku, maka 
harus disiapkan lebih banyak harta adat yang akan dibawa. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, adapun 
kesimpulan yang dapat diambil, yaitu : 
1. Sistem pewarisan pada masyarakat adat Sentani khususnya pada 
kampung Homfolo merupakan sistem pewarisan secara turun 
temurun dan dipegang teguh serta dipertahankan oleh 
masyarakatnya hingga saat ini. Sistem pewarisan pada masyarakat 
adat Sentani khususnya kampung Homfolo menganut sistem 
Patrilineal dimana hanya anak laki-laki yang berhak memperoleh 
harta warisan berupa harta adat berupa tomaku batu, manik-manik, 
gelang kaca dan tanah. Sedangkan anak perempuan hanya berhak 
memperoleh harta berupa peralatan dapur dan Relaar jika 
perempuan tersebut berasal dari keluarga Ondofolo. 
2. Kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat 
adat Sentani khususnya pada kampung Homfolo cukup kuat, 
kehadiran anak perempuan itu membawa kekayaan yang sangat 
besar terutama para ibu serta kakak perempuan yakni sebagai 
pemelihara harta warisan  dan pengumpul harta adat bagi 
keluarganya serta pemberi nasehat yang harus didengar oleh para 
ahli waris laki-laki.  
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B. Saran 
1. Pembagian harta warisan secara adat, seharusnya tidak 
membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. 
2. Sebagai pewaris seharusnya dapat mengatur secara adil tentang 
pembagian warisan ini agar semua ahli waris bisa mendapatkan 
hak yang sama. 
  
50 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. 
Citra Aditya Bakti. 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Depdikbud 
Provinsi Irian Jaya. Pengetahuan, Keyakinan, Sikap dan 
Perilaku Generasi Muda Berkenaan Dengan Perkawinan Orang 
Sentani, 1999 
Djaren Saragih, 1984, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung: 
Tarsito. 
Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Alumni Bandung. 
1977. 
Eman Suparman, 2005, Hukum Waris Indonesia, Bandung: PT Refika 
Aditama. 
Hakim S.A,1967, Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan, dan Pewarisan). 
Djakarta: Stensil. 
Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Waris Adat, Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti. 
Iman Sudiyat. 1981. Hukum Adat  : Sketsa Asas, Jogjakarta: Liberty. 
Mahmud Yunus, 1993, Tafsir Qur’an karim, Jakarta: Pustaka 
Muhammadiyah. 
Natty Kaiway, (Skripsi) Suatu tinjauan mengenai hukum adat waris di 
Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura, Fakultas Hukum 
Universitas Cendrawasih Jayapura, 1990. 
Soebakti Poeponoto, 1994, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, 
Terjemahan Ter Haar Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, 
Jakarta: PT Pradnya Paramita. 
Soedarso, 1977, Hukum Waris Adat,  Yogyakarta: Majalah Hukum Adat, 
Tahun II, No. 1-2. 
Soepomo, 1967, Bab-bab tentang Hukum adat, Jakarta: Penerbitan 
Universitas. 
Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1981, Hukum Adat 
Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali. 
Soerjono. Soekanto, 2011, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers. 
Soerojo. Wignjodipoero, 1995, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, 
Jakarta: PT Toko Gunung Agung. 
51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YAMINA DECOMP  
KANTIN RAMSIS UNHAS 
0853 9600 1109-081 342 933 050 
52 
 
  
53 
  
54 
 
